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Abstract

For the purpose of this study was to determine whether Superior has been
improve it duties and power granted by the Mayor especially in the field of public
order in District LimaPuluh, Pekanbaru City. While the result obtained in this
study based on indicators of the delegated determination, the determination of
those eligible to receive delegation, devolution resource needed for the task, and
intervene when necessary the average respondent to respond quite accomplished.
Suggestions from the writer is the Head should be more intense and coor dinated
with local community, conduct raids, getting socialize and limit any nightclubs in
the LimaPuluh District at Pekanbaru.
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PENDAHULUAN

Kecamatan Limapuluh sebagai salah satu Kecamatag yeardapat
diwilayah kota Pekanbaru. Saat ini sedang berbeirabaik untuk melanjutkan
pembangunan pada masa lalu maupun merencanakamapgunian kedepan agar
visi dan misi Kota Pekanbaru dapat diwujudkan.@ejablengan kebijakan
pemerintah yang menempatkan Kecamatan sebagaigkataRemerintah Kota,
maka berdasarkan PERDA No.07 Tahun 2008 tentangogm&imkan susunan
organisasi, kedudukan, dan tugas pokok Kecamataimy® dalam rangka untuk
mengoptimalkan  fungsi  pelayanan pemerintahan, peguean dan
kemasyarakatan secara efektif dan efisien serfagpomal yang dilaksanakan atas
kewenangan pemerintah daerah dalam era otononalddan antisipasi dinamika
masyarakat dalam era globalisasi, maka dipandanty peenata kembali
perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya adapun tugas pokok dan fungsi Kantanafa.imapuluh
yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nd®dahun 2008 pasal 158
tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja satkena perangkat daerah
dilingkungan pemerintahan kota pekanbaru adalbhgse berikut :
1. Menangani sebagian urusan otonomi daerah sertaelesiggarakan tugas
umum pemerintahan.
Menyelenggarakan tugas pokok pemerintah meliputi :
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraaraketertiban umum
Mengoordinasikan penerapan dan penegakan pergerandang-undangan;
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan éaspilayanan umum;
Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembeantadi tingkat
kecamatan.
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f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjady turegkup tugasnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota ke Carsadisdengan Surat
Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 112 tahun 208l&vd Camat adalah
wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Katgartharu diharapkan
mampu melaksanakan tugas yang dilimpahkan olehkéfalidengan baik dan
maksimal.

Dalam menjalankan tugasnya penulis menemukan femarnegkait tugas
yang dilimpahkan Walikota sesuai dengan tugas pokakg telah di berikan
terutama di Bidang Ketertiban Umum belum berjal@bagaimana mestinya,
terlebih dalam hal penyakit masyarakat seperti iFekeéeks Komersial, Camat
belum mampu mengatasi masalah PSK yang sangatahkeesmasyarakat yang
tersebar dibeberapa tempat di Kecamatan Limapulotia Rekanbaru. Adapum
peraturan daerah yang mengatur tentang ketertilpamnmuadalah Perda No.5
Tahun 2002.

Tabel 1.2 : Datajumlah orang yang terjaring dalam razia Satpol PP
di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tahun 2011

No Lokasi Jumlah orang yang terjaring
1. JI. Lokomotif ( Joundul Baru ) 7 orang laki-laki (pria hidung
belang )

15 orang perempuan (PSK)

2. JI. Tanjung Datuk ( Hotel Holiday ) | 10 orang laki-laki (pria hidung
belang )
16 orang perempuan (PSK)

3. JI. Kampar (Kost-kost) 6 orang laki-laki (pria hidung
belang )
9 orang perempuan (PSK)

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lemahnya pemagan dari
Kecamatan terkait penyakit masyarakat, sehingga kadyataannya pekerja seks
komersial (PSK) tersebar di beberapa tempat dilinglan Kecamatan Limapuluh
Kota Pekanbaru seperti Hotel Holiday di Jalan TagjDatuk yang merupakan
lokalisasi, Perumahan Joundul baru di Jalan Lokdm@tisma SMR di Jalan
Tanjung Datuk, Kost-kosan dll. Penyakit masyardkedebut sangat meresahkan
warga apalagi orang-orang tua takut anak-anaknytaekjerumus kedalamnya.

Camat juga seharusnya mampu berkoordinasi dendeaak-pihak lain
untuk tetap menjaga ketertiban umum di lingkungacatnatan Limapuluh Kota
Pekanbaru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah N@hdn 2008 tentang
Kecamatan, pasal 17 vyaitu tugas Camat dalam medigasikan upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umungraadain melakukan
koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indanelan TNI mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketentramankeertiban umum di
wilayah Kecamatan, juga pada Surat Keputusan WalilRekanbaru No. 112
tahun 2002 Bidang Ketertiban umum bahwa Camat matakan operasi
ketertiban yang bersifat non yustisional (tidak ahel proses verbal) yang
memerlukan penanganan segera selanjutnya, padafaraValikota Pekanbaru



No. 16 Tahun 2008 Paragraf ke 5 pasal 172b tentadgn tugas, fungsi dan tata
kerja satuan kerja perangkat daerah dilingkunganepatah Kota Pekanbaru,
bahwa Camat melakukan koordinasi dengan SatuansiPBRmong Praja,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI meag@nogram dan kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umdtaadimatan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengayom m&ayabertugas
menciptakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru,nggfai terjalankannya misi
dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Kantor 8&0éisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru memiliki program yang harus terjalankamid terlaksanannya
penertiban pelanggar Peraturan Daerah. Adapungrogokok dari Satuan Polisi
Pamong Praja yaitu :

1. Melaksanakan tindakan penertiban bagi pelanggageati?an Daerah

2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran Rerddaerah

3. Menertibkan Kota Pekanbaru dari Pedagang kaki liG@alandangan dan
Pengemis (gepeng), Pekerja Seks Komersial (PSK)Adak Jalanan

4. Memberikan keteladanan terhadap anggota masyatalkah hal menegakkan
disiplin nasional

5. Meningkatkan peran serta masyarakat guna mewujudkatientraman,
ketertiban dan keindahan Kota

6. Membantu Kepala wilayah dalam menentukan arah dprart pengabdian
kepada bangsa dan Negara.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja berfungsigae penyusun
program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Dapeatyelenggaraan
ketertiban umum dan menciptakan ketentraman mdsytaserta perlindungan
masyarakat.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yakni mewujudkasyarakat yang
patuh dan taat pada aturan-aturan hukum dan noommaanyang telah ditetapkan
Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga meningkatigakeisadaran masyarakat,
mempengaruhi perubahan ke arah yang lebih baikdaémertiban.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol K&gg Pekanbaru
adalah sebagai Penertib dari Pelanggar Peraturanadermasuk Penertiban
PSK. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pakankecara khusus
berfungsi guna mengawasi serta mencegah PSK uiterkilitkan dan diarahkan
ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan ketetapKardor Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, untuk meminimdbertambahnya jumlah
PSK, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pe&lpkukan pengawasan
Pencegahan Preventif. Pencegahan preventif adaéib spaya yang dilakukan
menghambat atau membatasi tumbuh dan berkembangagalah ketertiban
sosial.

Adapun Camat mempunyai tugas pokok melaksanakaneri@avgan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk angani sebagian urusan
otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas upemmerintahan yang
meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentradaraketertiban umum;
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan pergterandang-undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan &sspilayanan umum,;



e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembeantadi tingkat
kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dakidtaahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadg rilagkup tugasnya
dan/atau yg belum dapat dilaksanakan pemerintaéxsa atau kelurahan.
Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam Pasahylat (3) UU
Nomor 32 Tahun 2004 berbeda maknanya dengan upeaerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 5 Tahun 197duidePasal 1 huruf (j)
UU Nomor 5 Tahun 1974, yang dimaksud dengan urgp&merintahan umum
adalah : “urusan pemerintahan yang meliputi bidaidgng ketentraman dan
ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan darsanupemerintahan lainnya yang
tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dak tiermasuk urusan rumah
tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diggl@rakan oleh setiap
kepala wilayah pada setiap tingkatan - sebagailvpaknerintah pusat di daerah
dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi. iogas pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebpgagganti urusan
pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sekagala wilayah. Selain itu,
intinya juga berbeda.

METODE

Pada penelitian ini dilakukan dengan penelitiangy@erbentuk survey
deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya di ketamelalui gambaran dari data
yang dianalisis sehingga memberikan gambaran yaognsrnya seperti apa yang
terjadi dilapangan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih ¢bjeenelitian pada
Kantor Camat Limapuluh Kota Pekanbaru yang beralainalan Sultan Syarif
Qasim No0.123 Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilibleasi tersebut karena
menurut penulis belum maksimalnya pelaksanaan pahian wewenang yang di
berikan Walikota ke pada Camat di Kecamatan LimaipuKota Pekanbaru.
Adapun teknik analisa yang penulis gunakan adalahlitktif yang hanya
memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitianidiakt mencari atau menjelaskan
hubungan, tidak menguiji hipotesis atau predikgi bardasarkan pemaparan di
atas jelaslah bahwa teknik analisa yang di gunglamulis dalam penelitian ini
adalah kualitatif yaitu data akan di teliti atau jdiaskan dengan apa adanya
sehingga akan mendapat pemahaman.

HASIL

A. ldentitas Responden

Sebelum hasil penelitian ini disampaikan terlebdhulu peneliti akan
menjabarkan identitas responden, maka diupayakaatdaenggali informasi
sebanyak-banyaknya dari responden apa saja yantukkan dalam penelitian
ini. Hal ini mempermudah menentukan faktor-fakt@ng penting dan perlu
dipertimbangkan didalam penelitian ini. Berikut pénulis sajikan identifikasi
responden meliputi jumlah sampel responden, tingkaur responden, jenis
klamin dan tingkat pendidikan.
1. Jumlah Sampel Responden



Agar mudah dipahami oleh pembaca sebagaimana dgklaskan pada
Bab Il bahwa untuk responden dalam penelitiandiaiah Camat, Pegawai kantor
Camat, Masyarakat dan Para Pekerja Seks Komeegial kecamatan Limapuluh
kota Pekanbaru.
Tabe I11.1: Jumlah Sampel Responden

No | Sub Populasi Responden Persentase
1. |2 3 4
1. Camat 1 100%
2. Sekcam 1 100%
3. Kasi Trantib 1 100%
4. | Ketua RW 5 1 100%
S. Ketua RW 4 1 100%
6. | Ketua RT 1 100%
7. | Ketua RT 1 100%
8. | PSK 5 100%
9. Pemuka Masyarakat 5 100%
Jumlah 17 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013
2. Tingkat Umur Responden

Tingkat umur juga merupakan salah satu aspek yaging dalam
menanggapi masalah penyakit masyarakat sepertirjpekeks komersial ini,
karena responden yang penulis ambil benar-benaraimem akan dampak yang
ditimbulkan oleh PSK ini yang dapat mengganggu kemnan
masyarakat. Tingkat umur responden pada peneteidihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel I11.2: Tingkat Umur Responden

No. | Umur Jumlah Orang Persentase (%
1. | 31-40 1 33,3 %
2. 41-50 0 0
3. | 51-60 2 66.6 %
Total 3 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dikatakan tingkat umur eaden paling banyak
pada usia produktif.
3. Tingkat pendidikan responden

Pendidikan merupakan hal sangat penting dalam sdm@hng, terutama
dalam menyangkut moralitas pendidikan juga sangamnpengaruhi. Semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakgugtipula ilmu yang orang itu
miliki dan sangat memahami tentang moralitas, ggjanpada saat menerima
tugas yang dilimpahkan oleh atasan sekalipun oraegebut mampu
melaksanakannya secara optimal.



Tabel I11.3: Tingkat Pendidikan Responden

No [ Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%0)
1. | SLTP 2 11,76%

2. | SLTA 9 52,94%

3. Strata Satu (S1) 6 35,29%

Jumlah 17 100%

Sumber ; Data Olahan Pendlitian, 2013

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat ting&adidikan responden
yang paling banyak adalah tamatan SLTA (SMA) yaiewjumlah 9 orang atau
52,94 %. Kemudian tamatan Strata Satu (S1) yaiwjuiéah 6 orang atau
35,29%, sementara tingkat pendidikan responden yaelong sedikit yaitu
tamatan SLTP (SMP) berjumlah 2 orang atau 11,76 %.

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang measanya dan
tubuhnya demi mencari uang. Prilaku ini sangat glyap hina dan buruk oleh
masyarakat karena dinilai melanggar nilai moral danma adat serta sangat
mengganggu ketertiban, selain meresahkan dan ni@ma®SK ini juga di
tengagarai penyebab timbulnya penyakit HIV / AIDS.

Sebenarnya para wanita terjun kedunia pelacuranh#@nya karena
terpaksa, mereka melakukannya hanya karena terdesalaan, banyak faktor
yang menyebabkan perempuan terjun kedunia pelatirgaitu karena tekanan
ekonomi, kebodohan, rendahnya nilai moril, kareadat ati pernah ditinggalkan
pasangan, juga karena ingin mencari kepuasan deksua

Di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru juga terdapekerja seks
komersial ini mereka tersebar luas dibeberapa temipal ini dikarenakan
Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru merupakan teygred sangat strategis
yang letaknya mudah untuk menjangkau pusat kota dabagainya.
mereka menetap dan mencari nafkah di sana kardéfecdmatan ini juga banyak
tempat hiburan malam seperti Pujasera, Ktv, Poal @afé sehingga mereka
dengan mudahnya mencari dan mendapatkan lelakndgpidelang disana.

Selain faktor lokasi, lemahnya pengawasan dari petald setempat
dengan keberadaan mereka juga menjadi alasan kemeggaka memilih
Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru ini, mereka yagrglatangan dari luar
kota dengan bebas masuk kewilayah tersebut targpérathkan dari pemerintah
setempat yang seolah tak peduli seperti mendatgawaarga yang baru menetap.

Keberadaan pekerja seks komersial ini sangat ntédtesamasyarakat,
karena mereka sudah mengganggu kenyamanan datibegtenasyarakat hal ini
disebabkan karena masyarakat takut anggota keloaegeka terjerumus kedalam
seks bebas dan penyakit HIV dan AIDS yang dapahblittkanya.

Penyakit masyarakat ini sudah lama ada di Kecamlataapuluh kota
Pekanbaru hanya saja pemerintah setempat seolalutupemata tentang
keberadaan mereka, seolah tidak mau tahu tentargnéna yang terjadi di
masyarakat .



B. Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Walikota ke Camat dalam bidang
ketertiban umum

Penentuan hal yang di delegasikan

Didalam pelimpahan wewenang atasan harus mampuntouéae terlebih
dahulu hal apa yang akan didelegasikannya kepadeahaam. Manajer harus
mampu membedakan hal-hal yang bisa dan hal-hal tydalg bisa didelegasikan,
termasuk juga tujuan dari manajer itu melakukandplgasian itu untuk apa,
mengapa dan seterusnya.

Berikut ini adalah tanggapan reponden mengenainpeae hal yang
didelegasikan oleh Walikota terhadap Camat padaaiatan Limapuluh kota
Pekanbaru dalam bidang ketertiban umum yang mehkyanpgekerja seks
komersial yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Tabel 111.4 : Tanggapan Responden tentang Indikator Penentuan Hal yang
di Delegasikan

. Kategori ukuran
No. | Sub Indikator ST T cT kT 17T Jumlah
1. | Camat melaksanakgrD 9 7 1 0 17
tugas yang didelegasikan
oleh Walikota
2. |[Camat selalu menjada) 5 10 |2 0 17
ketentraman dap
ketertiban umum
Jumlah 0 14 17 3 0 34
Rata-rata 0 7 8 6 0 17
Persentase 0% | 41,18% 50% | 8,9%]| 0% | 100%

Sumber : Data Olahan Pendlitian, 2013

Dari tabel diatas dilihat bahwa responden palingybk menyatakan
cukup terlaksana berjumlah 8 orang atau 50 %, nmekga Terlaksana 7 orang
atau 41,1 % namun ada juga yang menyatakan Kurarigkfana yaitu 6 orang
atau 8,9 %.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat kita lihaalpan dari responden di
dominasi dalam kriteria cukup terlaksana artinydaksanaan tugas yang
didelegasikan oleh Walikota kepada camat terutamdand bidang ketertiban
umum dilihat dari penentuan hal yang didelegasikasih cukup terlaksana.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengsponden yaitu
dengan Kasitrantib Kecamatan Limapuluh kota pekanlgang bernama Amyus
S.sos, bagaimana menurut Bapak/lbu menanggapigkeresiimasyarakat terkait
penyakit masyarakat seperti pekerja seks komgR&K) yang ada dilingkungan
Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, beliau mengatak
“Kami dari pihak Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaudah mengadakan
koordinasi dengan RT/RW tentang keberadaan pekeka komersial ini, hanya
saja tindakan yang dilakukan ini belum maksimaladékakan PSK tersebut
jarang berada ditempat “



Namun ketika penulis melakukan wawancara denganerjgekseks
komersial yang bernama Lucy Andrean, kenapa salelsifamemilih Kecamatan
Limapuluh sebagai tempat tinggal dan tempat mencaikah?, beliau
mengungkapkan :

“Kami sengaja memilih Kecamatan Limapuluh ini sedagmpat menetap dan
tempat mencari nafkah karena dilingkungan Kecamatamapuluh Kkota
Pekanbaru ini bebas, dalam artian tidak terlaluy@larcampur tangan dari pihak-
pihak lain tentang keberadaan kami “

Kemudian berdasarkan observasi penulis dilapangakera seks
komersial memang banyak tersebar laus di beberapapat di wilayah
Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru di karenakatgakian yang dilakukan
pemerintah Kecamatan belum maksimal untuk menamgasalah ini.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulakan bahwsempian hal yang
didelegasikan di Kecamatan Limapuluh kota Pekanlatam kategori Cukup
Terlaksana. Dengan tolak ukur pelaksanaan tugag glatelegasikan Walikota
kepada Camat terutama dalam bidang ketertiban uoukup terlaksana dilihat
dari angka persentase responden menunjukan 50% ¢etaksana.

Penentuan orang yang layak menerima delegasi

Dalam hal pelimpahan wewenang tidak semua oran@tdaggnerima
delegasi dari Manajer atau atasan, mereka yangrimendelegasi adalah mereka
yang benar-benar layak dan atasan merasa oranghamapu melaksanakan
tugasnya dengan baik.

Manajer juga harus mampu menentukan siapa yang likiekemampuan
untuk menerima pelimpahan wewenang. Siapa yang mamnplapat dilihat dari
segi prilaku, ketersedian waktu, maupun kesiapanmtak bekerjasama. Jadi
seorang manager sebelum melimpahkan tugas kepaslah&a nya seorang
manager harus benar-benar tahu dulu kemampuan bhawaglang akan
dilimpahkan tugas, sehingga keinginan manager ngnfgencapaian tugas itu
dapat tercapai, jika tugas diberikan kepada bawayamg tidak memiliki
kemampuan maka pencapaian akan tugas itu juga bdgklan sebagaimana
yang diharapkan oleh manager.

Berikut ini adalah tanggapan dari responden mengeGamat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilirapableh Walikota.



Tabe 111.5: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penentuan Orang
Yang Layak Menerima Delegasi

No. | Sub Indikator Kategori ukuran Jumlah
ST |T CT KT [TT

1. Camat melaksanakdrD 9 8 0 0 17
kewenangan
pemerintahan

2. Camat selalu berprilaku0 6 11 0 0 17
baik

3. Camat mempunydgi0 4 13 0 0 17
waktu yang cukuf
untuk membangum
Kecamatan

4. Camat mampu O 4 13 0 0 17
bekerjasama

Jumlah 0 23 45 0 0 68

Rata-rata 0 6 11 0 0 17

Per sentase 0% | 33,82% 66,18%| 0% | 0% | 100%

Sumber ; Data Olahan Pendlitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa repondemgddanyak menyatakan
cukup terlaksana dengan jumlah 11 orang atau 66¢l7namun ada juga
responden yang menyatakan terlaksana dengan jndedng atau 33,82 %.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawatesponden di
dominasi pernyataan cukup terlaksana. Ini beraatnh&t belum maksimal dalam
melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Walikot

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengarasgdeetua RW 04
yang bernama Idil Putra, yang rumahnya tidak terfaluh dari joundul baru
dimana banyak PSK tinggal disana, bagaimana pehddgpak/Ibu dengan
kinerja Camat Limapuluh kota Pekanbaru dalam menjkgtentraman dan
ketertiban terlebih dalam menangani masalah PSK Ir@liau mengatakan :

“Jika berbicara masalah PSK ini , saya melihat Gab®um melakukan tindakan
yang benar-benar kongkrit untuk menangani masaBk i, hal itu terbukti
dengan masih banyaknya PSK yang berkeliaran digami sudah pernah
melaporkan masalah ini kepada Camat hanya sajadidgunris “

Berdasarkan observasi penulis dilapangan Pemersgédmpat kurang
serius dalam menangani masalah PSK ini seolah pddkli dengan lingkungan
sekitar mereka, karena menurut pengakuan masyayakgt ada di Kecamatan
Limapuluh kota Pekanbaru ini masyarakat sudah pemmelaporkan akan
keresahan yang ada di masyarakat yaitu mengengakiemrmasyarakat seperti
PSK ini kepada pihak Kecamatan namun belum adakardyang dilakukan oleh
pihak Camat itu sendiri.

Penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan



Dalam hal pelimpahan wewenang dari manajer kepadatvan, seorang
bawahan bisa melaksanakan tugas yang dilimpahkam mlanajer atau atasan
dengan maksimal jika sumberdaya yang dibutuhkamkupelaksanaan tugas
tersebut tersedia.

Agar pelimpahan wewenang berjalan efektif maka dgab sumberdaya
dibutuhkan. Sumberdaya ini mulai dari informasaaficial, maupun sumberdaya
lainnya yang terkait dengan pelimpahan wewenang yilakukan. Karena jika
tanpa adanya sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamataka tugas-tugas dan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kecamataraktichkan bisa berjalan
dengan baik.

Berikut ini adalah tanggapan dari responden meng@eayediaan
sumberdaya yang dibutuhkan.

Tabel 111.6 :Tanggapan Responden Tentang Indikator Penyediaan
Sumber daya yang Dibutuhkan

Sub Indikator Kategori ukuran Jumlah
No. ST [T CT KT TT
1. | Camat memiliki| O 9 8 0 0 17
pegawai
2. | Tersedianya sararjd 2 13 2 0 17
dan prasarana (i
Kecamatan
3. | Adanya dana yangO 3 11 0 3 17
dimiliki oleh
Kecamatan
Jumlah 0 14 32 2 3 51
Rata-rata 0 5 11 1 1 17
Per sentase 0% | 27,45% 62,74%| 3,92%]| 3,92%| 100%

Sumber : Data Olahan Pendlitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa respondemg@alanyak menyatakan
cukup terlaksana yaitu berjumlah 11 orang atau 4624, namun ada juga
responden yang menyatakan terlaksana yaitu befusnt@ang atau 27,45 % dan
yang menyatakan kurang terlaksana yaitu berjumlahahg atau 3,92% bahkan
ada juga yang menyatakan tidak terlaksana yaifjuréh 1 orang atau 3,92%. .

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tanggapaponden didominasi
jawaban cukup terlaksana. Artinya sumberdaya vyanigutuhkan untuk
melaksanakan pelaksanaan tugas dalam bidang katettmum belum memadai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara denganrt@ekeCamat yang
bernama Dra. Rahma Ningsih, apakah ada dana yahokasikan khusus oleh
Walikota kepada Camat untuk tetap menjaga keteamaotan ketertiban di
wilayah Kecamatan Limapuluh ini, beliau mengatakan
“Tidak ada dana yang dialokasikan khusus oleh Wgadiluntuk tetap menjaga
ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Limapuiuh i



Kemudian berdasarkan observasi penulis di lapamgagakuan pihak
Kecamatan tentang tidak adanya dana khusus daldendketertiban umum itu
memang benar itu terlihat tidak pernah ada yangangm sosialisasi yang
dilakukan Kecamatan kepada masyarakat tentang bapayseks bebas dan
sebagainya.

Pelimpahan tugas yang diberikan

Tidak ada seorangpun mampu mengerjakan tugas da&llanah organisasi
itu sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Olateka itu pelimpahan tugas dan
wewenang pasti dilakukan dalam organisasi managan kegiatan organisasi
tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun dalam pelimpahan tugas kepada bawahan mdrajes percaya
kepada bawahan dan manajer melihat bahwa orang g#dingpahkan tugas
tersebut mampu, kadang kala kekurang percayaanjendegpada bawahan akan
menghambat pelimpahan wewenang itu sendiri, hadelbert terjadi karena
manager ragu akan kemampuan bawahannya sehinggagesanager tidak bisa
melepas dan memberikan keleluasaan kepada bawghamtuk berkreatifiatas
dalam menjalankan tugas dalam suatu oraganisasi.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenanpahan tugas yang
diberikan.

Tabel 111.7 : Tanggapan Responden Tentang Indikator Tentang Pelimpahan
Tugasyang Diberikan

No. | Sub Indikator Kategori ukuran Jumlah
ST [T CT KT |TT
1. Camat melakukan opergsd 4 6 6 1 17
ketertiban.

0 4 12 1 0 17

2. Camat berkoordinas
dengan perangkat daeral.

3. Camat selalu mengawgsd 3 9 5 0 17
lingkungan Kecamatan

4. Camat bertanggung jawal® 8 9 0 0 17
lansung kepada Walikota

Jumlah 0 19 36 12 0 67
Rata-rata 0 5 9 3 0 17
Per sentase 0% | 28% | 54%| 1894 0% 100%

Sumber :Data Olahan Pendlitian , 2013

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa respondetingpabanyak
menyatakan cukup terlaksana yaitu berjumlah 9 oetag 54 %, dan ada juga
yang menjawab terlaksana yaitu berjumlah 5 oraag a8%, bahkan ada yang
menjawab kurang terlaksana yaitu berjumlah 3 oedag 18 %.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tanggapaponden didominasi
jawaban cukup terlaksana . Hal ini menunjukan pedinan tugas yang diberikan



kepada Camat terlebih dalam bidang ketertiban unmuasih belum berjalan
dengan baik.

Salanjutnya penulis melakukan wawancara dengan aresat yang
bernama Yulianto, Apakah Camat beserta peranglkataldapernah melakukan
razia terkait penyakit masyarakat seperti PSK ini wdlayah Kecamatan
Limapuluh kota Pekanbaru ?, beliau mengatakan :

“Razia memang pernah dilakukan bersamaan dengpol &P namun tindakan
aparat pemerintah ini tetap saja tidak efektif kargazia yang dilakukan
sangatlah jarang, tetap saja daerah kami ini nimsilyak PSK dan tempat-tempat
hiburan malam “

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorangy@8¢ bernama
Ega Susanti , pernahkah saudara mendapat pembdamarKecamatan yang
bekerjasama dengan dinas sosial tentang bahayakydsbas dan penyakit yang
ditimbulkannya ?, beliau mengatakan:

“Pernah, tapi hanya sesaat saja, kalau tidak dadalya satu kali, selebihnya
pemerintah tidak pernah peduli dengan kami dan gehwypa yang akan kami
timbulkan nanti “

Berdasarkan observasi penulis dilapangan razia gidakukan perangkat
daerah terhadap para pekerja seks komersial sangatiang hal itu dilakukan
pada saat menjelang bulan ramadhan itupun saa a&an dilaksanakan sudah
sering bocor terlebih dahulu sehingga PSK tidak dddaempat dan jarang
terjaring oleh petugas.

Intervens saat diperlukan

Sudah menjadi hal yang lumrah jika kadang kalayarey didelegasikan
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika haleitjadi maka intervensi perlu
dilakukan agar pelimpahan wewenang yang dilakukatapt dalam jalur
pencapaian tujuan organisasi. Jadi dengan adamsm@ensi sipenerima delegasi
akan lebih memaksimalkan tugas yang diberikan wiahajer atau atasan.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenaerviensi saat
diperlukan.

Tabel 111.8 : Tanggapan Responden Tentang Indikator Intervens Saat yang
Dibutuhkan

No. | Sub Indikator Kategori ukuran Jumlah
ST | T CT KT TT
1. Walikota melakukan O 9 7 0 1 17
intervensi kepada
Camat
2. Cama tmelakukap 1 4 10 1 1 17
intervensi kepada
pegawai dar
masyarakat
Jumlah 1 13 17 1 2 34
Rata-rata 0 7 9 0 1 17
Persentase 0% | 38,23%| 50% | 2,94% 5,88%]| 100%

Sumber : Data Olahan Pendlitian, 2013



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden ingal banyak
menyatakan cukup terlaksana yaitu berjumlah 9 goratau 50%, dan yang
menjawab terlaksana 7 orang atau 38,23%, bahkaryaua menyatakan tidak
terlaksana yaitu 1 orang atau 5,8 %.

Selanjut nya penulis melakukan wawancara pada rsgonarga yang
bernama Ester S.sos, Apakah tindakan yang nyatg Ylam rasakan dalam
menjaga ketertiban dan ketentraman umum di wilagabamatan Limapuluh
kota Pekanbaru ? beliau mengatakan :

“Tindakan yang nyata dari pihak Kecamatan untukmimerantas pekerja seks
komersial ini, langkah serius seharusnya benarrbdifekukan karena profesi ini
sangat membahayakan masyarakat apalagi dampak gemnyakit
yang ditimbulkannya. “

Berdasarkan observasi penulis dilapangan tindakag dilakukan Camat
untuk memberantas penyakit masyarakat seperti REKi@mang belum serius,
Camat juga tidak pernah melakukan intervensi kepadssyarakat terkait
ketertiban umum dilingkungan Kecamatan Limapulutak®ekanbaru.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwarvetesi saat yang
diperlukan di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbariardakategori Cukup
Terlaksana. Dengan tolak ukur Walikota melakukaerirensi kepada Camat jika
wewenang yang dilimpahkan tidak berjalan dengaag&mana mestinya, Camat
melakukan intervensi kepada pegawai dan masyajikaadtijuan dari Kecamatan
terkait ketertiban umum tidak tercapai dan dilirgdlam angka persentase
menunjukan 50% cukup terlaksana.

Dari uraian tabel sebelumnya mengenai tanggapgomden mengenai
pelaksanaan pelimpahan wewenang Walikota dalammgig&atertiban umum di
Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Penentuan hal yang didelegasikan

a. Camat melakukan tugas yang didelegasikan oleh \Atalikerutama dalam
bidang ketertiban umum dengan baik

b. Camat selalu menjaga ketentraman dan ketertibanmurdiingkungan

Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru

Penentuan orang yang layak menerima delegasi

a. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yangpalikan oleh
Walikota

b. Camat selalu berprilaku baik dan menjadi contohgyaaik dilingkungan
kerja dan dilingkungan masyarakat

c. Camat mempunyai waktu yang cukup untuk membanguwaridatan kearah
yang lebih baik

d. Camat mampu bekerjasama dengan staf, masyarakapetangkat daerah
untuk tetap menjaga ketentraman dan ketertibamgtilingan Kecamatan
Limapuluh kota Pekanbaru

3. Penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan

a. Camat memiliki pegawai untuk memaksimalkan tugas wWwawenang yang
diberikan oleh Walikota

b. Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatatuggaryang didelegasikan
oleh Walikota dapat berjalan dengan efektif

c. Adanya dana yang dimiliki oleh Kecamatan dalam ksglaakan tugas yang
diberikan Walikota terlebih dalam bidang ketertilvanum

N



B

Pelimpahan tugas yang diberikan

Camat melakukan operasi ketertiban

Camat berkoordinasi dengan perangkat daerah sdpaiti Pamong Praja,

Polri dan TNI dalam mengani penyakit masyarakategepekerja seks

komersial (PSK) di Kecamatan Limapuluh kota Pekanba

c. Camat selalu mengawasi lingkungan Kecamatan Linsdpkbta Pekanbaru
terkait penyakit masyarakat seperti PSK.

d. Camat bertanggung jawab lansung kepada Walikota deataporkan
pelaksanaan tugaspada Walikota

5. Intervensi saat yang diperlukan

a. Walikota melakukan intervensi kepada Camat jika emang yang
dilimpahkan tidak berjalan dengan sebagaimana nyasti

b. Camat melakukan intervensi kepada pegawai dan mestgika tujuan dari

Kecamatan terkait ketertiban umum tidak tercapai

op

SIMPULAN

Pelaksanaan pelimpahan wewenang Walikota ke Caetaras umum
cukup terlaksana hanya saja belum berjalan dendaktife lemah nya
pengawasan dari Kecamatan membuat ketertiban udiumilayah Kecamatan
Limapuluh menjadi terganggu terlihat dari keresaliang timbul dimasyarakat
akibat tersebarnya sejumlah pekerja seks komer#&K) di Kecamatan
Limapuluh Kota Pekanbaru, juga dikarenakan tidakangd dana yang
dialokasikan khusus untuk ketertiban umum ini sgégnlingkungan ini terkesan
menjadi lingkungan yang sangat bebas.

Melihat dari tanggapan responden sebanyak 53,338¢ yaenyatakan
pelaksanaan pelimpahan wewenang Walikota ke Caalamdbidang ketertiban
umum cukup terlaksana, artinya camat belum maksii@aim menjalankan tugas
dan fungsinya yang dilimpahkan oleh Walikota ta@Hedalam bidang ketertiban
umum ini sehingga kenyamanan dilingkungan masyarakagat terganggu
dengan keberadaan para pekerja seks komersial (PSK)

Tujuan dari penelitian ini agar wilayah Kecamatamapuluh menjadi
Kecamatan yang aman dan tentram, serta menjagkulitgan yang sehat secara
jasmani dan rohani sehingga masyarakat yang bedadangkungan tempat
tinggal mereka menjadi merasa lebih nyaman denggkungan sekitarnya.
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